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RINGKASAN 

 

Peraturan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan 

Keadilan Restoratif, yang telah diterbitkan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. 

Isinya antara lain, Jaksa Penuntut Umum (JPU) berhak menghentikan penuntutan 

terhadap terdakwa dalam kasus-kasus tertentu, apabila para pihak sudah 

kesepakatan untuk berdamai. Kewenangan kejaksaan untuk menghentikan 

penuntutan berdasarkan keadilan restoratif ini masih menyisakan pekerjaan rumah 

yang cukup berat, hal ini disebabkan karena payung hukum kejaksaan dalam 

menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif hanya berbentuk aturan 

internal yakni Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian 

Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Sedangkan sebagaimana diketahui 

Bersama bahwa penegakan hukum pidana itu bersifat system, yang tidak hanya 

dilaksanakan oleh pihak Kejaksaan saja melainkan juga oleh penyidik, hakim dan 

juga advokat. Sebuah kemutlakan harus ada harmonisasi yang bersifat saling 

mendukung diantara aparat penegak hukum tadi khususnya dalam menjalankan 

keadilan restoratif yang tentunya akan bersentuhan langsung dengan masyarakat. 

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah jenis penelitian yang bersifat 

normatif. Penelitian yang memperoleh bahan hukum dengan cara mengumpulkan 

dan menganalisa bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang 

akan dibahas. Pendekatan dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan 

peraturan perundang-undangan (Statute Approach), dan pendekatan konseptual 

(conceptual approach).  

Hasil dari penelitian ini adalah: 

1. Kewenangan kejaksaan dalam menghentikan penuntutan berdasarkan 

keadilan restoratif diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 tahun 

2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, 

penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan keadilan 

restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan 
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keseimbangan  perlindungan  dan  kepentingan  korban dan pelaku tindak 

pidana yang  tidak berorientasi pada pembalasan. 

2. Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif agak 

bersinggungan dengan asas legalitas. Sejatinya asas legalitas menginginkan 

setiap perkara pidana harus diperiksa sampai dengan pengadilan, namun 

dengan kehadiran keadilan restoratif dalam tahap penuntutan menjadikan 

sebuah potensi pertentangan dengan asas legalitas. Karena asas legalitas 

memiliki dua fungsi yaitu: pertama, fungsi melindungi yaitu tidak ada 

pemidanaan kecuali atas dasar undang-undang.  Dalam hal ini, undang-

undang pidana melindungi rakyat terhadap pelaksanaan kekuasaan yang 

tanpa batas dari pemerintah. Kedua, fungsi instrumental yaitu tidak ada 

perbuatan pidana yang tidak dituntut. 
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ABSTRAK 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kewenangan kejaksaan dalam 

menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dan untuk menganalisis 

tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative bertentangan 

dengan asas legalitas. 

Penelitian yang memperoleh bahan hukum dengan cara mengumpulkan dan 

menganalisa bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan 

dibahas. Pendekatan dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan peraturan 

perundang-undangan (Statute Approach), dan pendekatan konseptual (conceptual 

approach).  

Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa Pertama, kewenangan kejaksaan 

dalam menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif diatur dalam 

Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan 

Berdasarkan Keadilan Restoratif, penyelesaian perkara tindak pidana dengan 

mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada 

keadaan semula dan keseimbangan  perlindungan  dan  kepentingan  korban dan 

pelaku tindak pidana yang  tidak berorientasi pada pembalasan. Kedua, 

penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif agak bersinggungan 

dengan asas legalitas. Sejatinya asas legalitas menginginkan setiap perkara pidana 

harus diperiksa sampai dengan pengadilan, namun dengan kehadiran keadilan 

restoratif dalam tahap penuntutan menjadikan sebuah potensi pertentangan dengan 

asas legalitas. Karena asas legalitas memiliki dua fungsi yaitu: pertama, fungsi 

melindungi yaitu tidak ada pemidanaan kecuali atas dasar undang-undang.  Dalam 

hal ini, undang-undang pidana melindungi rakyat terhadap pelaksanaan kekuasaan 

yang tanpa batas dari pemerintah. Kedua, fungsi instrumental yaitu tidak ada 

perbuatan pidana yang tidak dituntut. 

 

Kata Kunci : Kejaksaan, Penghentian Penuntutan, Keadilan Restoratif. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this study is to analyze the authority of the prosecutor's office in 

stopping prosecution based on restorative justice and to analyze the termination of 

prosecution based on restorative justice contrary to the principle of legality. 

Research that obtains legal materials by collecting and analyzing legal materials 

related to the problems to be discussed. The approach in this research also uses a 

statutory approach, and a conceptual approach.  

The results of this study explain that First, the authority of the prosecutor's office 

in stopping prosecution based on restorative justice is regulated in Attorney 

General Regulation Number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution 

Based on Restorative Justice, the settlement of criminal cases by prioritizing 

restorative justice which emphasizes restoration to its original state and balances 

the protection and interests of victims and perpetrators of criminal acts that are not 

oriented towards retaliation. Second, the termination of prosecution based on 

restorative justice is somewhat tangential to the principle of legality. Indeed, the 

principle of legality requires every criminal case to be examined until the court, but 

the presence of restorative justice in the prosecution stage creates a potential 

conflict with the principle of legality. Because the principle of legality has two 

functions, namely: First, the function of protecting is that there is no punishment 

except on the basis of the law.  In this case, criminal law protects the people against 

the exercise of unlimited power by the government. Second, the instrumental 

function is that there is no criminal act that is not prosecuted. 

 

Keywords: Prosecutor, Termination of Prosecution, Restorative Justice 
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